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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 17 

Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang 

Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu serta meninjaunya dalam 

perspektif Siyasah Tanfidziyah. Pasal tersebut mengatur kewajiban 

pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap lapak 

pembelian atau penerimaan ubi kayu guna menciptakan tata niaga yang 

tertib, adil, dan melindungi kepentingan petani.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan 

kepala desa, pelaku usaha lapak ubi kayu, dan petani di Desa Sinar 

Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Data 

dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan temuan lapangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori Siyasah 

Tanfidziyah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 17 Ayat 

(1) belum berjalan secara optimal. Pengawasan terhadap perizinan 

usaha, tera timbangan, kualitas ubi kayu, dan tata niaga masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi 

antarinstansi, keterbatasan pengawasan lapangan, rendahnya kesadaran 

pelaku usaha terhadap legalitas usaha, monitoring dan tera ulang 

timbangan belum di lakukan secara berkala serta lemahnya penegakan 

sanksi terhadap pelanggaran. Kondisi tersebut menyebabkan masih 

ditemukannya lapak yang beroperasi tanpa izin, kurangnya transparansi 

dalam transaksi, dan potensi kerugian bagi petani.  

Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan 

kebijakan ini belum berjalan secara optimal pengawasan monitoring 

dan pengecekan tera timbangan masih belum di lakukan secra rutin oleh 

pemerintah terkait hal tersebut menyebabkan masih adanya lapan 

beroprasi tanpa izin serta transaksi yang tidak transparan. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengawasan, Tata Kelola dan 

Hilirisasi Ubi Kayu, Siyasah Tanfidziyah. 
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ABSTRACT 

 

This study discusses the implementation of Article 17 

paragraph (1) of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 

concerning Cassava Governance and Downstreaming from the 

perspective of Siyasah Tanfidziyah. The Governor Regulation was 

issued as an effort by the Lampung Provincial Government to create 

effective cassava governance, improve farmer welfare, maintain price 

stability, and encourage the downstreaming of the cassava industry in 

Lampung Province. The purpose of this study is directed at the 

implementation of regional government policies in regulating cassava 

trade and their compliance with the principles of governance in Islamic 

law, especially Siyasah Tanfidziyah which emphasizes the government's 

responsibility in realizing the welfare of society.  

This study uses a qualitative research method with an empirical 

juridical approach. Data were obtained through interviews, 

observations, and documentation of cassava farmers, business actors, 

and local governments. Data were analyzed descriptively by connecting 

facts in the field with the provisions of Lampung Governor Regulation 

Number 36 of 2025 and the theory of Siyasah Tanfidziyah. The research 

results indicate that the implementation of Article 17 paragraph (1) of 

Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 has not been 

optimal. Several obstacles remain, such as weak government oversight, 

inconsistencies in reference purchase prices in the field, low 

transparency in the pricing system, and a less than optimal partnership 

between farmers and the cassava processing industry.  

From a Siyasah Tanfidziyah perspective, local governments 

have an obligation to implement policies fairly, transparently, and in 

favor of community welfare. Therefore, strengthened oversight, 

improved inter-agency coordination, and consistent enforcement of 

regulations are needed to maximize the goals of cassava governance 

and downstreaming. 

Keywords: Implementation; Supervision of Cassava Stalls; Siyasa'h 

Tanfizdiyah 
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MOTTO 

مُوْا  
ُ
ك حْ

َ
نْ ت

َ
مْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ا

َ
هْلِهَاۙ وَاِذَا حَك

َ
ٰٓى ا مٰنٰتِ اِل

َ
ا
ْ
وا ال نْ تُؤَدُّ

َ
مْ ا

ُ
مُركُ

ْ
َ يَأ اِنَّ اللّٰه

انَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرً 
َ
َ ك مْ بِه ِۗ اِنَّ اللّٰه

ُ
َ نِعِمَّا يَعِظُك عَدْلِِۗ اِنَّ اللّٰه

ْ
 بِال

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

 pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,  

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi  

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya  

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” 

( Q.S An-Nisa 4:58 ) 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 17 

Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang 

Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu serta meninjaunya dalam 

perspektif Siyasah Tanfidziyah. Pasal tersebut mengatur kewajiban 

pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap lapak 

pembelian atau penerimaan ubi kayu guna menciptakan tata niaga yang 

tertib, adil, dan melindungi kepentingan petani.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan 

kepala desa, pelaku usaha lapak ubi kayu, dan petani di Desa Sinar 

Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Data 

dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan temuan lapangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori Siyasah 

Tanfidziyah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

Implementasi Pasal 17 Ayat (1) belum berjalan secara optimal. 

Pengawasan terhadap perizinan usaha, tera timbangan, kualitas ubi 

kayu, dan tata niaga masih menghadapi berbagai kendala, seperti 

kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan 

lapangan, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha, 

monitoring dan tera ulang timbangan belum di lakukan secara berkala 

mailto:agunngrmd19@gmail.com1
mailto:relitt@radenintan.ac.id2
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serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Kondisi 

tersebut menyebabkan masih ditemukannya lapak yang beroperasi 

tanpa izin, kurangnya transparansi dalam transaksi, dan potensi 

kerugian bagi petani. Ditinjau dari  

perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan ini belum 

berjalan secara optimal pengawasan monitoring dan pengecekan tera 

timbangan masih belum di lakukan secra rutin oleh pemerintah terkait 

hal tersebut menyebabkan masih adanya lapan beroprasi tanpa izin serta 

transaksi yang tidak transparan. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengawasan, Tata Kelola dan 

Hilirisasi Ubi Kayu, Siyasah Tanfidziyah. 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of Article 17 

Paragraph (1) of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 

concerning Cassava Governance and Downstreaming and review it 

from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. The article regulates the 

obligation of regional governments to supervise cassava purchasing or 

receiving stalls in order to create an orderly, fair trade system and 

protect the interests of farmers. This study uses a qualitative method 

with an empirical juridical approach. Data were obtained through 

interviews, observations, and documentation involving village heads, 

cassava stall business actors, and farmers in Sinar Rejeki Village, Jati 

Agung District, South Lampung Regency. Data were analyzed 

descriptively by linking field findings with statutory provisions and 

Siyasah Tanfidziyah theory. The results of the study indicate that the  

implementation of Article 17 Paragraph (1) has not been 

running optimally. Oversight of business permits, weighing scales, 

cassava quality, and trade regulations still faces various obstacles, 

such as a lack of inter-agency coordination, limited field supervision, 

low business awareness of business legality, and weak enforcement of 

sanctions for violations. These conditions have resulted in the 

continued discovery of unlicensed stalls, a lack of transparency in 

transactions, and potential losses for farmers.  
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From a Siyasah Tanfidziyah (Social and Administrative 

System) perspective, the implementation of this policy does not fully 

reflect the principles of trustworthiness, justice, maslahah (benefit), 

hisbah (accountability), and tanfidz al-ahkam (benefit) because 

supervision and enforcement of regulations have not been optimally 

implemented. Therefore, strengthened supervision, improved inter-

agency coordination, ongoing outreach, and stricter law enforcement 

are needed to ensure the effective achievement of cassava governance 

and downstreaming goals and benefit the community. 

Keywords: Policy Implementation, Supervision, Cassava Governance 

and Downstreaming, Siyasah Tanfidziyah. 

 

A. PENDAHULUAN 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan karena keberhasilan suatu peraturan 

tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga oleh 

efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Suatu kebijakan yang telah 

ditetapkan akan sulit mencapai tujuan apabila tidak didukung oleh 

sistem implementasi yang baik, pengawasan yang optimal, koordinasi 

antar lembaga, serta kepatuhan pihak yang menjadi sasaran kebijakan. 

Oleh karena itu, implementasi menjadi indikator utama dalam menilai 

berhasil atau tidaknya suatu regulasi yang dibuat oleh pemerintah 

daerah. Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi 

Kayu sebagai instrumen hukum untuk mengatur sistem tata kelola 

komoditas ubi kayu secara terarah dan berkelanjutan. Dalam regulasi 

tersebut, Pasal 17 ayat (1) memiliki kedudukan penting karena 

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjalankan 

pengawasan, pembinaan, serta pengendalian terhadap pelaksanaan tata 

kelola dan hilirisasi ubi kayu. Implementasi pasal tersebut menjadi 

aspek yang penting dikaji karena pelaksanaan regulasi di lapangan 

sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi, 
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keterbatasan pengawasan, serta masih adanya ketidaksesuaian antara 

ketentuan normatif dengan kondisi empiris1. 

 Lampung adalah produsen ubi kayu (singkong) terbesar di 

Indonesia, menyumbang sekitar 39% - 47% dari total produksi 

nasional. Menghasilkan hingga 7,9 juta ton per tahun, komoditas ini 

menyokong lebih dari 70% industri tapioka nasional. Menjadi peringkat 

satu Nasional sebagai sentra utama ubi kayu, menyuplai kebutuhan 

pangan hingga bahan baku Total luas perkebunan ubi kayu di Lampung 

mencapai kurang lebih 366.830 hektar. Tingginya permintaan terhadap 

ubi kayu mendorong berkembangnya usaha lapak ubi kayu sebagai 

sarana distribusi hasil pertanian, khususnya pada skala usaha mikro dan 

kecil.  Meningkatnya jumlah lapak ubi kayu memerlukan pengaturan 

dan pengawasan yang memadai agar kegiatan usaha berjalan tertib serta 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu aspek penting 

dalam penyelenggaraan usaha tersebut adalah kepemilikan izin usaha. 

Perizinan tidak hanya berfungsi sebagai legalitas kegiatan usaha, tetapi 

juga sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, 

mengatur tata ruang, melindungi lingkungan, serta menciptakan 

persaingan usaha yang sehat2. 

Ketentuan mengenai tata kelola usaha ubi kayu diatur dalam 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata 

Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu. Dalam regulasi tersebut, Pasal 17 ayat 

(1) memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi pemerintah dalam menjalankan pengawasan, pembinaan, serta 

pengendalian terhadap pelaksanaan tata kelola dan hilirisasi ubi kayu. 

Hilirisasi ubi kayu adalah proses transformasi singkong dari bahan 

mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi (seperti tapioka, mocaf, 

dan bioetanol). Tata ubi kayu mengatur alur dari hulu ke hilir untuk 

memastikan stabilitas harga, kualitas, dan kesejahteraan petani3.  

 
1 Bambang Hari Wibisono Aminah Sunardiyono Putri, “Implementasi 

Kebijakan Lahan Pertanian The Implementation Of Sustainable Food,” Jurnal 

Kebijakan Publik 13, no. 4 (2022): 323–30, https://jkp.ejournal.unri.ac.id. 
2 Khalisa Ayu, Komang Putri, dan Ainu Rahmi, “Implementasi kebijakan 

penguatan fungsi penyuluhan pertanian,” Jurnal Kebijakan Publik 14, no. 4 (2023): 

453–62, https://jkp.ejournal.unri.ac.id. 
3 peraturan gubernur lampung, “tata-kelola-dan-hilirisasi-ubi-kayu.pdf” 

(Bandar lampung: bandar lampung 31-10-2025, 2025). 
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Implementasi pasal tersebut menjadi aspek yang penting dikaji 

karena pelaksanaan regulasi di lapangan sering kali menghadapi 

berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan 

pengawasan, serta masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan 

normatif dengan kondisi empiris. pelaku usaha lapak ubi kayu wajib 

melakukan pembelian atau penerimaan ubi kayu sesuai dengan 

ketentuan pemerintah, terutama terkait standar timbangan, legalitas 

usaha, kepatuhan pajak, dan kualitas ubi kayu. Dalam ketentuan 

tersebut ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki izin 

usaha sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap kegiatan usaha yang 

dijalankan. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya 

pengawasan terhadap tera timbangan, kepatuhan pembayaran pajak, 

dan kualitas hasil panen ubi kayu yang diperdagangkan. Kurangnya 

pengawasan terhadap usaha lapak ubi kayu dapat menimbulkan 

berbagai permasalahan, seperti berdirinya usaha tanpa izin, penggunaan 

lahan yang tidak sesuai peruntukan, gangguan lalu lintas, pencemaran 

lingkungan akibat limbah, hingga munculnya persaingan usaha yang 

tidak sehat antara pelaku usaha4. Dari total 89 pabrik tapioka di Provinsi 

Lampung, sebanyak 28 pabrik atau sekitar 31,46% telah terdaftar dalam 

SIINas, sedangkan 61 pabrik atau sekitar 68,54% belum terdaftar. 

Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan administratif 

pelaku usaha ubi kayu dan perlunya penguatan pengawasan pemerintah 

daerah. Oleh karena itu, pengawasan perizinan perlu dilakukan secara 

berkelanjutan oleh instansi terkait guna memastikan setiap pelaku usaha 

mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang efektif diharapkan 

mampu menciptakan iklim usaha yang tertib, adil, dan berkelanjutan 

sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat5. 

Penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi kebijakan 

publik di sektor pertanian, perizinan usaha, dan tata kelola pertanian 

secara umum, namun masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian 

 
4 Brian Hafiz Arrizal, Resa Piska Ramadhan, dan Akhmad Fahrurrizkianur, 

“Analisis Pentingnya Legalistas Usaha ( Daftar Izin Usaha ) Bagi Perusahaan,” Media 

Hukum Indonesia 2, no. 4 (2024): 298–308, 

https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index. 
5 Paranoan Natalia Patari, Emmy, “Tantangan dan Solusi Dalam Pengawasan 

Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Papua Tengah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Manajemen Sumber 

Daya Manusia dalam,” Jurnal Ekonomi Holistik 1, no. 2 (2025): 198–204. 
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(research gap). Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji 

implementasi kebijakan usaha uby kayu secara umum dan belum secara 

spesifik membahas pengawasan terhadap usaha lapak ubi kayu sebagai 

bagian dari tata niaga komoditas pertanian. Kedua, kajian mengenai 

implementasi kebijakan tata kelola ubi kayu masih berfokus pada aspek 

produksi, hilirisasi, atau kebijakan pertanian secara umum, sementara 

aspek pengawasan terhadap legalitas usaha, tera timbangan, pajak, dan 

pengendalian lapak pembelian masih relatif terbatas. Ketiga, penelitian 

sebelumnya belum banyak menghubungkan implementasi kebijakan 

daerah dengan perspektif Siyasah Tanfidziyah sebagai pendekatan 

dalam menilai tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan 

regulasi. Keempat, belum ditemukan penelitian yang secara khusus 

menganalisis implementasi Pasal 17 ayat (1) Pergub Lampung Nomor 

36 Tahun 2025 tentang tata kelola dan hilirisasi ubi kayu, terutama pada 

konteks pengawasan lapak pembelian/penerimaan ubi kayu di tingkat 

lokal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan 

tersebut dengan mengkaji implementasi pengawasan pemerintah daerah 

terhadap pelaku usaha lapak ubi kayu berdasarkan perspektif Siyasah 

Tanfidziyah. 

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi 

pelaksana, dan struktur birokrasi. Namun, sebagian besar penelitian 

implementasi kebijakan pertanian hanya berfokus pada aspek 

pelaksanaan program dan belum mengkaji secara mendalam fungsi 

pengawasan terhadap pelaku usaha dalam rantai tata niaga komoditas 

pertanian6. 

Penelitian Ayu Kartika Putri menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan pertanian lebih banyak diarahkan pada 

peningkatan produksi dan pembinaan petani, sementara aspek 

pengawasan legalitas usaha dan perlindungan petani masih terbatas. 

 
6 Dody Setyawan, Agus Priantono, Firman Firdausi. “Model George Edward 

Iii: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018” Jurnal Politik, Sosial & 

Kebijakan Publik (Publicio) 3, No. 2 (2023): 9–19. 
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Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian mengenai pengawasan 

lapak ubi kayu sebagai bagian dari tata kelola komoditas pertanian.7 

penelitian Prasiwi membahas implementasi perizinan usaha 

mikro dan kecil, tetapi belum mengaitkannya dengan pengawasan tera 

timbangan, kualitas komoditas, dan perlindungan petani dalam sektor 

pertanian. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian 

pada aspek pengawasan usaha lapak ubi kayu secara komprehensif.8 

Perspektif hukum Islam, penelitian Aprelia dan Nurhayati 

menjelaskan bahwa Siyasah Tanfidziyah menekankan tanggung jawab 

pemerintah dalam melaksanakan dan mengawasi kebijakan demi 

terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Namun, kajian tersebut belum 

diterapkan pada implementasi kebijakan tata kelola dan hilirisasi ubi 

kayu di Provinsi Lampung. 

implementasi Menurut Grindle merupakan proses umum tindakan 

administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Horn 

mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam kebijak. Berdasarkan kondisi tersebut, 

pengawasan terhadap usaha lapak ubi kayu menjadi hal yang penting 

untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini penting dilakukan karena 

masih ditemukan berbagai permasalahan terkait legalitas usaha lapak 

ubi kayu, sementara pengawasan dari pemerintah daerah belum 

sepenuhnya berjalan optimal. Selain itu, penelitian mengenai 

pengawasan usaha lapak ubi kayu masih relatif terbatas, khususnya 

yang berfokus pada implementasi pengawasan pemerintah daerah 

terhadap usaha lapak ubi kayu9. 

 
7 Ayu, Khalisa, Komang Putri, Dan Ainu Rahmi. “Implementasi Kebijakan 

Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.” Jurnal Kebijakan Publik 14, No. 4 (2023): 

453–62. Https://Jkp.Ejournal.Unri.Ac.Id. 
8 Safira Diah Prasiwi, Lailul Mursyidah, Dan Slamet Hari Sutanto, “Volume 

18 Nomor 1 Juni 2024 Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ( Studi Usaha Mikro Dan 

Kecil Topi Di Desa Punggul , Kabupaten Sidoarjo ),” Jurnal Utbang Kebijakan 18, No. 

666 (2024): 59–73, Https://Doi.Org/10.32781/Cakrawala.V18i1.629. 
9 Prasiwi, Safira Diah, Lailul Mursyidah, Dan Slamet Hari Sutanto. “Volume 

18 Nomor 1 Juni 2024 Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro Dan Kecil 
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Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai 

pengawasan usaha lapak ubi kayu berdasarkan Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi 

Kayu. Kususnya pada pasal 17 ayat (1). Penelitian ini tidak hanya 

membahas aspek legalitas usaha secara umum, tetapi juga mengkaji 

pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan, tera timbangan, 

kepatuhan pajak, dan kualitas ubi kayu pada usaha lapak ubi kayu. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengawasan usaha pertanian 

serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menciptakan tata 

kelola usaha ubi kayu yang tertib, legal, dan berkelanjutan. 

 

B.   METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data secara 

langsung dari lokasi penelitian mengenai pelaksanaan Pasal 17 Ayat (1) 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata 

Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu di Desa Sinar Rejeki Dusun Srimukti 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Desa Sinar Rejeki 

dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang 

relevan dengan implementasi pengawasan usaha ubi kayu di tingkat 

lapangan. Desa ini berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten 

Lampung Selatan, yang merupakan wilayah dengan aktivitas pertanian 

dan kelompok tani yang aktif sehingga memiliki keterkaitan dengan 

tata kelola komoditas pertanian, termasuk ubi kayu. penelitian ini tidak 

hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah 

penerapannya dalam kehidupan masyarakat serta menganalisisnya 

berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyah.  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

bertujuan menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai fakta-

fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis 

mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Pasal 17 Ayat (1) 

pengawasan terhadap lapak ubi kayu, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025. Selain itu, 

 
Topi Di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo ).” Jurnal Utbang Kebijakan 18, No. 666 

(2024): 59–73. Https://Doi.Org/10.32781/Cakrawala.V18i1.629. 
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penelitian ini juga menganalisis implementasi kebijakan tersebut 

berdasarkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah.  

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, wawancara kepada tiga 

orang yaitu bapak Iwan Syamsyuri sebebagai kepala desa, bapak 

Mukhtar sebagai pelaku usaha lapak ubi kayu, bapak Sarda sebagai 

petani ubi kayu, serta pihak lain yang dianggap mengetahui 

pelaksanaan kebijakan tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh 

melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, skripsi, peraturan 

perundang-undangan, dan dokumen resmi lain yang relevan dengan 

penelitian.  

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara 

langsung dengan narasumber menggunakan pedoman wawancara semi-

terstruktur guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai 

implementasi kebijakan pengawasan lapak ubi kayu. Observasi 

dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi lapangan dan 

aktivitas usaha lapak ubi kayu. Sedangkan dokumentasi dilakukan 

dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti arsip 

desa, surat izin, foto kegiatan, dan data lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Tabel 1. Data wawancara lamgsung 

No Narasumber jabatan Peranan dalam 

penelitian 

1. Bapak R.H.W kepala 

disperindang 

Sebagai informan kunci 

2. Bapak I S  Kepala desa  Sebagai informan utama 

3. Bapak M  pelaku usaha  Sebagai informan 

pendukung 

4. Bapak S  petani singkong Sebagai informan 

pendukung  

 

dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang berkaitan 

Dengan implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 36 Tahun 2025 di Desa Sinar Rejeki Dusun Srimukti 
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Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Adapun teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan 

kebutuhan penelitian dan pihak-pihak yang dianggap memahami objek 

penelitian yaitu; kepala desa, pelaku usaha, dan petani. 

Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing, 

klasifikasi, dan penyusunan data secara sistematis. Selanjutnya, data 

dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara 

mereduksi data, menyajikan data, serta menarik Kesimpulan10. Hasil 

analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan temuan lapangan baik teori 

dan regulasi yang berlaku, baik menurut hukum normatif maupun 

prinsip siyasah tanfidziyah untuk mengetahui sejauh mana 

implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengawasan lapak 

ubi kayu11.  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 

Tahun 2025 

 Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 

2025 mengatur kewajiban pelaku usaha dalam tata kelola pembelian 

ubi kayu dari petani. Implementasi Pasal 17 ayat (1) Pergub Nomor 

36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu 

menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki 

kewajiban melakukan pengawasan terhadap tata niaga ubi kayu, 

khususnya berkaitan dengan pajak, timbangan, perizinan dan kualitas 

ubi kayu. Keempat aspek tersebut menjadi instrumen penting dalam 

menciptakan sistem perdagangan ubi kayu yang transparan, adil, dan 

memberikan perlindungan terhadap petani maupun pelaku usaha. 

Pemerintah telah menetapkan kebijakan namun dalam 

pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Peraturan 

Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 diterbitkan sebagai upaya 

pemerintah daerah untuk menata tata niaga ubi kayu, meningkatkan 

 
10 Miles dan Huberman, Qualitative Data Analysis (SAGE Publications, Inc. 

2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320, 2014). 
11 Fildza Malahati, “Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai 

Metodologi,” Jurnal Pendidikan Dasar 11, no. 2 (2023): 341–48. 
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nilai tambah melalui hilirisasi, serta melindungi kesejahteraan petani. 

Regulasi ini menjadi pedoman bagi petani, pelaku usaha, dan 

pemerintah daerah dalam mengelola produksi, distribusi, dan industri 

pengolahan ubi kayu di Provinsi Lampung12. 

 peraturan gubernur lampung nomor 36 tahun 2025 pasal 17 ayat 

(1) tentang tata Kelola dan hilirisasi ubi kayu yaitu “pemerintah 

daerah melelui perangkat daerah terkait wajib melakukan pengawasan 

melekat terhadap lapak pembelian/penerimaan ubi kayu di 

wilayahnya”. Mengacu pada peraturan tersebut bahwa pelaku usaha 

lapak ubi kayu wajib melakukan pembelian atau penerimaan ubi kayu 

dari petani sesuai dengan ketentuan pemerintah terutama terkait: 

Timbangan, Perizinan, Pajak, serta Kualitas ubi kayu. 

2. Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 36 Tahun 2025 

Pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) juga dilakukan melalui sistem 

pengawasan terhadap pelaku usaha yang membeli ubi kayu dari 

petani. pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait. Tim ini 

bertugas memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan dalam 

Peraturan gubernur. Pengawasan ini mencakup: (a) kesesuaian harga 

pembelian dengan harga acuan, (b) penerapan potongan kualitas 

(rafaksi); (c) transparansi penimbangan ubi kayu; (d) administrasi 

perizinan. Implementasi kebijakan ini juga melibatkan pemerintah 

kabupaten/kota dan desa.13. 

1. Pelaksanaan Oleh Pelaku Usaha 

Pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu, 

pelaku usaha seperti lapak dan pabrik memiliki peran penting dalam 

proses pembelian hasil panen ubi kayu dari petani. Pelaksanaan di 

lapangan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perizinan 

usaha, penerimaan hasil panen, penentuan kualitas, penimbangan, 

hingga pembayaran kepada petani. Sebelum menjalankan kegiatan 

 
12 Ayu, Khalisa, Komang Putri, Dan Ainu Rahmi. “Implementasi Kebijakan 

Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.” Jurnal Kebijakan Publik 14, No. 4 (2023): 

453–62. Https://Jkp.Ejournal.Unri.Ac.Id. 
13 peraturan gubernur lampung, “tata-kelola-dan-hilirisasi-ubi-kayu.pdf.” 
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usaha, pelaku usaha diwajibkan memiliki perizinan yang sesuai 

dengan ketentuan pemerintah daerah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Dalam praktiknya, pelaku usaha melakukan pembelian ubi 

kayu langsung dari petani dengan mempertimbangkan kualitas hasil 

panen. Penilaian kualitas biasanya dilihat dari kadar pati, kebersihan 

ubi, usia panen, dan kondisi fisik ubi kayu pada umumnya ubi kayu 

di panen petani dengan usia 8-9 bulan agar kualitas ubi kayu lebih 

maksimal. Semakin baik kualitas ubi kayu, maka harga yang 

diberikan cenderung lebih tinggi. Selain itu, pelaku usaha juga 

melaksanakan proses penimbangan untuk menentukan jumlah hasil 

panen yang akan dibayarkan kepada petani. Penimbangan ini 

seharusnya dilakukan menggunakan alat timbang yang telah tera 

ulang, alat timbangan yang ditera ulang dilakukan satu tahun sekali, 

hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tera 

timbangaan ulang. Agar hasilnya akurat dan tidak merugikan salah 

satu pihak tera timbangan harus diperiksa secara rutin agar lebih 

transparan. Selain itu izin operasional, serta kelengkapan 

administrasi lainnya sebagai bentuk legalitas usaha. Kepemilikan 

izin bertujuan agar kegiatan perdagangan ubi kayu dapat diawasi 

oleh pemerintah serta memberikan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan usaha14. Selain itu, perizinan juga menjadi dasar bagi 

pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaku usaha lapak. 

implementasi di lapangan masih ditemukan beberapa 

permasalahan. masih ada tiga pelaku usaha yang belum memiliki 

izin usaha secara lengkap di desa sinar rejeki atau belum 

memperbarui izin operasionalnya. Kondisi tersebut menyebabkan 

pengawasan pemerintah menjadi kurang optimal dan membuka 

peluang terjadinya pelanggaran dalam kegiatan perdagangan ubi 

kayu15. 

 
14 Uu Ri, “Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dengan Rahmat Tuhan 

Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,” No. 3 (2013). 
15 Darto c abc Susong Hermawan , Budiman Rusli, “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik di Sektor Pertanian: Suatu Tinjauan 

Literatur” 10, no. 2 (2025): 187–99. 
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Hasil wawancara pelaku usaha mengenai pengawasan izin 

usaha antara lain: 

a. Pengawasan terhadap izin usaha dari pemerintah kurang 

optimal 

b. Pemeriksaan jarang dilakukan 

c. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi 

d. Biaya utuk mengurus perizinan mahal. 

Hasil wawancara dengan pelaku usaha lapak ubi kayu. 

diperoleh informasi bahwa sebagian pelaku usaha telah memiliki 

izin usaha, namun masih terdapat pelaku usaha yang belum 

melengkapi legalitas usahanya. Pelaku usaha menjelaskan bahwa 

proses pengurusan izin dianggap memerlukan waktu yang cukup 

lama serta membutuhkan biaya administrasi sehingga sebagian 

pelaku usaha menunda pengurusan izin usaha. 

Pelaku usaha juga menyampaikan (informan mukhtar, 

2026).bahwa pengawasan terhadap izin usaha dari pemerintah 

masih kurang optimal. Pemeriksaan terkait legalitas usaha jarang 

dilakukan secara langsung di lapangan sehingga masih banyak usaha 

lapak ubi kayu yang tetap beroperasi meskipun belum memiliki izin 

lengkap serta membutuhkan waktu lama tera ulang timbangan 

kembali. Kondisi tersebut menyebabkan kurangnya kesadaran 

sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya patuh terhadap regulasi. 

Apabila pengawasan dilakukan secara rutin dan disertai 

pembinaan dari pemerintah, maka pelaku usaha akan lebih 

terdorong untuk menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pelaku usaha berharap pemerintah tidak hanya memberikan 

pengawasan, tetapi juga membantu mempermudah proses tata niaga 

dan hilirisasi ubi kayu dapat berjalan secara tertib.  

2. Pelaksanaa Dan Peranan Penmerintah  

a. Peran Regulatif  

Pemerintah daerah berfungsi sebagai regulator yang 

menetapkan kebijakan dan aturan mengenai tata kelola ubi 

kayu. Kebijakan tersebut dibuat untuk menciptakan keteraturan 

dalam kegiatan produksi, distribusi, hingga pemasaran ubi 

kayu. Pemerintah menetapkan standar mutu, mekanisme 

penimbangan, harga acuan, serta kewajiban pelaku usaha 
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dalam menjalankan usaha pengolahan ubi kayu.Melalui fungsi 

regulatif ini, pemerintah berupaya menciptakan kepastian 

hukum bagi petani dan pelaku usaha agar tidak terjadi praktik 

yang merugikan salah satu pihak16.  

b. Peran Supervisi atau Pengawasan  

Selain membuat kebijakan, pemerintah daerah juga 

memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

aturan di lapangan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan 

bahwa perusahaan, lapak, maupun pelaku usaha mematuhi 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan 

gubernur.Bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain: 

pemeriksaan alat timbang atau tera timbangan, pengawasan 

kualitas ubi kayu, pengawasan sistem pembayaran kepada 

petani, monitoring izin usaha, serta penindakan terhadap 

pelanggaran aturan. Pengawasan ini penting untuk mencegah 

terjadinya kecurangan, seperti manipulasi timbangan, 

pemotongan harga yang tidak sesuai, atau praktik perdagangan 

yang merugikan petani. Dengan adanya pengawasan yang baik, 

maka hubungan antara petani dan perusahaan dapat berjalan 

lebih adil dan transparan. 

c. Peran Administratif 

Pemerintah juga memiliki fungsi administratif, yaitu 

mengurus berbagai bentuk perizinan dan administrasi usaha. 

Dalam konteks tata kelola ubi kayu, pemerintah daerah 

berwenang menerbitkan izin usaha industri, izin operasional 

lapak, hingga dokumen pendukung lainnya yang berkaitan 

dengan kegiatan perdagangan dan pengolahan ubi kayu. 

Perizinan bertujuan agar seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai 

ketentuan hukum dan dapat diawasi dengan baik oleh 

pemerintah. Selain itu, administrasi yang tertib juga 

mempermudah pemerintah dalam mendata pelaku usaha, 

 
16 peraturan gubernur lampung, “Petani Mengingat : Undang-Undang Nomor 

8 tahun 2024,” 2024. 
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menentukan kebijakan, serta melakukan evaluasi terhadap 

perkembangan sektor hilirisasi ubi kayu di daerah17. 

d. Peran Pembinaan dan Pendampingan 

Pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan 

pembinaan kepada petani dan pelaku usaha. Pembinaan 

dilakukan melalui sosialisasi peraturan, pelatihan peningkatan 

kualitas produksi, penyuluhan pertanian, hingga pendampingan 

dalam penggunaan teknologi pengolahan ubi kayu. Melalui 

pembinaan tersebut, diharapkan petani mampu meningkatkan 

produktivitas dan kualitas hasil panen sehingga dapat 

memenuhi standar industri. Selain itu, pemerintah juga 

mendorong terbentuknya kerja sama antara petani dan 

perusahaan agar tercipta hubungan kemitraan yang saling 

menguntungkan.  

Hasil wawancara dengan kepala desa sinar rejeki (informan 

Iwan, 2026). Berdasarkan hasil wawancara denganKepala Desa 

Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan, diperoleh informasi bahwa pengawasan terhadap izin 

usaha lapak ubi kayu Antara lain: 

a. masih belum berjalan secara maksimal 

b. kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan instansi 

terkait 

c. kurangnya sosialisasi dan pembinaan .  

Hasil wawancara kepala desa, keberadaan izin usaha 

sangat penting karena menjadi dasar legalitas bagi pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan perdagangan ubi kayu. Dengan 

adanya izin, pemerintah dapat melakukan pendataan, 

pembinaan, dan pengawasan terhadap aktivitas usaha lapak ubi 

kayu. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan izin usaha 

masih terkendala kurangnya koordinasi antara pemerintah desa 

dan instansi terkait dari pemerintah daerah. 

 
17 Abdul Rahman, “Agricultural Transformation in Indonesia : Evaluation of 

Policy Implementation and Challenges Faced,” Jurnal Pemikiran dan Penelitian 

Administrasi Publik 12, no. 2 (2022): 691–700, homepage: 

http://ojs.unm.ac.id/iap%0AAgricultural. 
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Kepala desa juga menjelaskan bahwa sebagian pelaku 

usaha belum memahami pentingnya legalitas usaha sehingga 

mereka menjalankan usaha tanpa melengkapi administrasi 

perizinan. Selain itu, pengawasan dari dinas terkait belum 

dilakukan secara rutin sehingga masih terdapat usaha yang 

beroperasi tanpa pengawasan administratif yang jelas. Kepala 

desa berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan 

sosialisasi mengenai pentingnya izin usaha serta melakukan 

pemeriksaan berkala terhadap legalitas lapak ubi kayu agar 

tercipta ketertiban usaha dan perlindungan terhadap petan18. 

Hasil wawancara dengan kepala disperindang 

pemerintah daerah telah melaksanakan pengawasan terhadap 

lapak pembelian atau penerimaan ubi kayu sesuai dengan 

kewenangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 36 Tahun 2025. Pengawasan dilakukan melalui 

pemeriksaan administrasi perizinan usaha, monitoring tera 

timbangan, pembinaan kepada pelaku usaha, serta koordinasi 

dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait. Namun, 

pelaksanaan pengawasan belum dapat dilakukan secara 

maksimal karena keterbatasan jumlah petugas, luasnya wilayah 

pengawasan, serta banyaknya lapak ubi kayu yang tersebar di 

berbagai daerah. 

Pihak dinas juga menjelaskan bahwa kegiatan tera ulang 

timbangan dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan 

metrologi legal. Akan tetapi, masih terdapat pelaku usaha yang 

belum melakukan tera ulang tepat waktu atau belum 

mengajukan permohonan pemeriksaan alat ukur. Selain itu, 

masih ditemukan pelaku usaha yang belum melengkapi 

dokumen perizinan sehingga memerlukan pembinaan dan 

pengawasan lebih lanjut. 

Menurut pihak dinas, kendala utama dalam implementasi 

Pasal 17 Ayat (1) adalah masih kurangnya koordinasi lintas 

instansi, rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap 

 
18 Intan dkk, “Analisis Yuridis Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah 

terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan,” Jurnal 

PustakaNusantara Multidisplin 3, no. 4 (2020): 1–8. 
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pentingnya legalitas usaha, serta keterbatasan anggaran dan 

sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan secara 

rutin. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan 

sosialisasi mengenai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 36 

Tahun 2025, memperkuat koordinasi dengan pemerintah 

daerah, serta meningkatkan intensitas pengawasan agar tata 

kelola dan hilirisasi ubi kayu dapat berjalan lebih tertib, 

transparan, dan mampu memberikan perlindungan kepada 

petani. kendala dalam Implementasi Walaupun pemerintah 

telah menjalankan berbagai perannya, dalam praktiknya masih 

terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan 

tersebut, antara lain: 

a. Pengawasan Belum Merata 

Pengawasan pemerintah di beberapa wilayah masih belum 

optimal. Hal ini disebabkan kurangnya kordinasi pemerintah 

terkait serta luasnya daerah penghasil ubi kayu mencapai 

kurang lebih 366.830 hektar di Provinsi Lampung sehingga 

tidak seluruh lapak atau perusahaan dapat dipantau secara rutin. 

Akibatnya, masih ditemukan pelanggaran seperti 

ketidaksesuaian timbangan dan ketidak transparanan harga. 

 

Tabel 2. Data temuan lapangan 

No Lokasi Temuan 

Lapangan 

Indikasi Dampak 

1. 
Lapak 

ubi 

kayu di 

dusun 

srimukti 

desa 

sinar 

rejeki 

Lapak tanpa 

izin oprasional  

Timbangan 

jarang 

dilakuakn 

pengecekan 

ulang 

Perbedaan 

kualitas ubi 

kayu tidak di 

periksa 

Tidak seluruh 

pelaku usaha 

di periksa rutin 

Pengawasan 

alat timbang 

belum 

dilakukan 

secara 

menyeluruh 

Monitoring 

standar belum 

konsisten 

Tidak 

transparan 

terhadap 

potongan dan 

harga 

Potensi 

kerugian petani 

dalam transaksi 

Menurunya 

standar mutu 

hasil panen 
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b. Lemahnya Penindakan terhadap Pelanggaran 

beberapa kasus, pelanggaran yang terjadi belum 

mendapatkan sanksi yang tegas. Lemahnya penindakan 

menyebabkan sebagian pelaku usaha kurang patuh terhadap 

aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 

ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi administratif 

maupun tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. 

c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Regulasi 

Sebagian petani dan pelaku usaha masih belum memahami 

secara menyeluruh isi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 

Tahun 2025. Kurangnya sosialisasi menyebabkan implementasi 

kebijakan belum berjalan secara efektif. Oleh sebab itu, 

pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan penyebarluasan 

informasi kepada masyarakat19.  

Sebagai bentuk legalitas, perizinan juga berfungsi untuk 

menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan ubi kayu. 

Pelaku usaha yang memiliki izin wajib menjalankan usahanya 

sesuai aturan yang berlaku, sehingga praktik-praktik yang 

merugikan petani dapat diminimalisir. Misalnya, pemerintah 

dapat melakukan pengawasan terhadap penetapan harga, 

penggunaan alat timbang, serta kualitas transaksi jual beli antara 

petani dan pelaku usaha20. 

Perizinan juga menjadi instrumen pengendalian 

pemerintah dalam menjaga stabilitas tata niaga ubi kayu. 

Dengan adanya izin, pemerintah daerah dapat melakukan 

pendataan terhadap seluruh pelaku usaha sehingga lebih mudah 

dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan 

apabila terjadi pelanggaran. Hal ini penting karena sektor ubi 

kayu merupakan salah satu komoditas strategis di Provinsi 

 
19 Nur Rahmah Yesa Peby Yola, Frenki, “Implementasi Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: 

Analisis Siyasah Tanfidziyah Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat,” Maqasid: 

Jurnal Studi Hukum Islam 14, no. 3 (2025): 409–20, http://journal.um-

surabaya.ac.id/index.php/Maqasid. 
20 Maimun, Hakim, “Siyāsah Syar ’ iyyah and Its Application to 

Constitutional Issues in Indonesia,” As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 3, no. 1 

(2024), https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710%0ASiyāsah. 
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Lampung yang melibatkan banyak petani dan industri. Fungsi 

perizinan dalam tata kelola ubi kayu antara lain: 

a. Menjamin Legalitas Usaha 

Legalitas usaha menunjukkan bahwa pelaku usaha telah 

diakui secara resmi oleh pemerintah. Dengan memiliki izin 

usaha, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Legalitas ini juga memberikan 

perlindungan bagi petani karena mereka melakukan transaksi 

dengan pihak yang jelas identitas dan tanggung jawab 

hukumnya. 

 

 

b. Mengontrol Aktivitas Pelaku Usaha 

Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat mengontrol 

aktivitas usaha mulai dari proses pembelian ubi kayu, 

penentuan harga, hingga distribusi hasil produksi. Pengawasan 

ini bertujuan untuk mencegah adanya praktik monopoli, 

permainan harga, ataupun kecurangan dalam proses transaksi 

yang dapat merugikan petani. 

c. Menegakkan Standar Operasional 

Perizinan mendorong pelaku usaha untuk menjalankan 

standar operasional yang sesuai ketentuan. Misalnya 

administrasi perizinan, penggunaan alat timbang yang sudah 

ditera, penerapan sistem pembayaran yang jelas, serta menjaga 

kualitas hasil produksi. Dengan standar operasional yang baik, 

hubungan antara petani dan pelaku usaha menjadi lebih adil dan 

transparan21. 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki 

tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku 

usaha yang telah memperoleh izin. Pengawasan tersebut dapat 

dilakukan melalui: 

a. Pemeriksaan administrasi izin usaha 

b. Pengawasan lapangan secara berkala 

 
21 Ayu, Khalisa, Komang Putri, Dan Ainu Rahmi. “Implementasi Kebijakan 

Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.” Jurnal Kebijakan Publik 14, No. 4 (2023): 

453–62. Https://Jkp.Ejournal.Unri.Ac.Id. 
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c. Pengecekan alat timbang dan tera ulang 

d. Pemantauan harga pembelian ubi kayu 

e. Penindakan terhadap pelanggaran izin usaha 

Dalam praktiknya, pengawasan masih menghadapi berbagai 

hambatan seperti keterbatasan kurangnya sarana pendukung, 

kurangnnya kordinasi dan lemahnya penegakan sanksi terhadap 

pelanggaran. Akibatnya, masih ditemukan pelaku usaha yang tidak 

mematuhi aturan. 

Penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi 

kebijakan publik di sektor pertanian, perizinan usaha, dan tata kelola 

pertanian secara umum, namun masih terdapat beberapa kesenjangan 

penelitian (research gap). Pertama, penelitian sebelumnya lebih 

banyak mengkaji implementasi kebijakan usaha ubi kayu secara 

umum dan belum secara spesifik membahas pengawasan terhadap 

usaha lapak ubi kayu sebagai bagian dari tata niaga komoditas 

pertanian. Kedua, kajian mengenai implementasi kebijakan tata kelola 

ubi kayu masih berfokus pada aspek produksi, hilirisasi, atau 

kebijakan pertanian secara umum, sementara aspek pengawasan 

terhadap legalitas usaha, tera timbangan, pajak, dan pengendalian 

lapak pembelian masih relatif terbatas. Ketiga, penelitian sebelumnya 

belum banyak menghubungkan implementasi kebijakan daerah 

dengan perspektif Siyasah Tanfidziyah sebagai pendekatan dalam 

menilai tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan regulasi. 

Keempat, belum ditemukan penelitian yang secara khusus 

menganalisis implementasi Pasal 17 ayat (1) Pergub Lampung Nomor 

36 Tahun 2025 tentang tata kelola dan hilirisasi ubi kayu, terutama 

pada konteks pengawasan lapak pembelian/penerimaan ubi kayu di 

tingkat lokal22. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi 

kekosongan tersebut dengan mengkaji implementasi pengawasan 

pemerintah daerah terhadap pelaku usaha lapak ubi kayu berdasarkan 

perspektif Siyasah Tanfidziyah. 

 
22 Norlailac Fahriana Nurrisaa, Dina Herminab, “Pendekatan Kualitatif dalam 

Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data,” Jurnal Teknologi Pendidikan Dan 

Pembelajaran 02, no. 03 (2025): 793–800, 

https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/index . 



21 
 

3. Dampak lemahnya pengawasan lapak pembelin ubi kayu bagi 

petani 

a. Terjadinya Kecurangan Timbangan 

Lemahnya pengawasan pemerintah menyebabkan masih adanya 

lapak ubi kayu yang melakukan manipulasi timbangan. Kondisi ini 

merugikan petani karena hasil panen yang dijual tidak dihitung 

secara jujur sehingga pendapatan petani berkurang. 

b. Harga Pembelian Tidak Stabil 

Kurangnya pengawasan terhadap izin usaha dan tata niaga ubi 

kayu menyebabkan pelaku usaha dapat menentukan harga secara 

sepihak. Akibatnya, petani sering menerima harga yang rendah dan 

tidak sesuai dengan kualitas hasil panen. 

c. Munculnya Lapak Ubi Kayu Ilegal 

Lemahnya penertiban membuat banyak lapak beroperasi tanpa 

izin resmi. Lapak ilegal biasanya tidak mengikuti aturan usaha yang 

berlaku sehingga berpotensi melakukan praktik yang merugikan 

petani. 

d. Tidak Adanya Kepastian Hukum bagi Petani 

Apabila terjadi sengketa dalam transaksi, petani sulit 

memperoleh perlindungan hukum karena usaha yang dijalankan 

oleh lapak tidak memiliki legalitas resmi. Hal ini membuat posisi 

petani menjadi lemah. 

e. Menurunnya Kepercayaan Petani kepada Pemerintah 

Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah 

dapat menimbulkan anggapan bahwa pemerintah belum maksimal 

melindungi kepentingan petani. Akibatnya, kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah daerah menurun. 

f. Terhambatnya Kesejahteraan Petani 

Kerugian akibat kecurangan timbangan, rendahnya harga jual, 

dan ketidakjelasan sistem tata niaga berdampak langsung pada 

pendapatan petani. Jika terus terjadi, kondisi ini dapat menurunkan 

kesejahteraan petani ubi kayu. 

g. Terciptanya Tata Niaga yang Tidak Tertib 

Lemahnya pengawasan menyebabkan sistem perdagangan ubi 

kayu berjalan tanpa aturan yang jelas. Akibatnya, persaingan usaha 
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menjadi tidak sehat dan kegiatan tata niaga sulit dikendalikan secara 

optimal. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani ubi kayu diketahui 

bahwa petani menginginkan adanya pengawasan yang lebih ketat 

terhadap izin usaha lapak ubi kayu. Menurut petani, (informan 

Sarda, 2026).lapak yang memiliki izin resmi cenderung lebih tertib 

dalam melakukan transaksi pembelian ubi kayu dibandingkan lapak 

yang tidak memiliki legalitas usaha. 

Petani menjelaskan bahwa masih terdapat lapak ubi kayu yang 

beroperasi tanpa izin namun tetap melakukan pembelian hasil panen 

petani. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena 

pengawasan pemerintah terhadap sistem timbangan, harga, dan 

kualitas transaksi menjadi sulit dilakukan. Petani menilai lemahnya 

pengawasan izin usaha dapat membuka peluang terjadinya 

kecurangan yang merugikan petani. 

Selain itu, petani menyampaikan bahwa pemerintah belum 

maksimal dalam melakukan penertiban terhadap usaha yang tidak 

memiliki izin. Oleh karena itu, petani berharap pemerintah daerah 

dapat melakukan pendataan ulang terhadap seluruh lapak ubi kayu 

serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak 

memiliki izin resmi. Dengan adanya pengawasan izin usaha yang 

baik, petani berharap tercipta keadilan, transparansi, dan 

perlindungan hukum dalam kegiatan tata niaga ubi kayu. 

 

4. Siyasah Tanfizdiyah  

 Siyasah Tanfidziyah adalah cabang dari fiqh siyasah yang 

membahas kekuasaan eksekutif (tanfidz), yaitu pelaksanaan 

kebijakan dan peraturan oleh pemerintah untuk mewujudkan 

kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep ini, pemerintah tidak 

hanya berwenang membuat kebijakan, tetapi juga berkewajiban 

menjalankan, mengawasi, mengevaluasi, dan menegakkan aturan 

secara adil, efektif, dan bertanggung jawab. Keberhasilan 

pemerintahan diukur dari sejauh mana kebijakan benar-benar 

terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.  
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Dalam penelitian ini, keterkaitan Siyasah Tanfidziyah terlihat 

pada pelaksanaan Pasal 17 Ayat (1) yang mewajibkan pemerintah 

daerah melakukan pengawasan terhadap lapak pembelian atau 

penerimaan ubi kayu. Pemerintah bertindak sebagai pelaksana 

kebijakan (eksekutif) yang bertanggung jawab memastikan seluruh 

pelaku usaha mematuhi ketentuan mengenai perizinan, tera 

timbangan, pembayaran pajak, dan kualitas ubi kayu. Oleh karena 

itu, efektivitas pengawasan pemerintah menjadi indikator 

keberhasilan penerapan prinsip Siyasah Tanfidziyah. 

 

5. Implementasi pengawasan Perspektif Siyasah Tanfidiyzh 

Siyasah tanfidziyah merupakan konsep dalam fiqh siyasah yang 

membahas mengenai pelaksanaan atau eksekusi kebijakan 

pemerintahan oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan 

kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif ini, pemerintah 

memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi eksekutif, 

pengawasan, serta memastikan kebijakan yang telah ditetapkan 

dapat dilaksanakan secara efektif dan adil. 

Implementasi Pasal 17 ayat (1) Pergub Lampung Nomor 36 

Tahun 2025 memiliki hubungan erat dengan siyasah tanfidziyah 

karena substansi aturan tersebut menempatkan pemerintah daerah 

sebagai pelaksana utama dalam melakukan pengawasan terhadap 

tata kelola dan hilirisasi ubi kayu, termasuk aspek perizinan, pajak 

timbangan, dan kualitas ubi kayu. Pengawasan yang dilakukan 

pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan eksekutif 

agar aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, keberhasilan 

implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari adanya regulasi, 

tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan di lapangan. Apabila 

pengawasan perizinan belum merata, masih terdapat pelaku usaha 

tanpa izin, atau lemahnya kontrol terhadap kualitas dan timbangan, 

maka hal tersebut menunjukkan belum optimalnya fungsi 

tanfidziyah dalam menjalankan amanah pemerintahan23. Prinsip-

prinsip siyasah tanfizdiyah antara lain: 

 
23 Refita Aprelia dan Agustina Nurhayati, “Implementation of Religious Services 

Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah,” As-



24 

 

Tabel 3: Analisis  

No Prinsip 

Siyasah 

Kondisi Ideal Temuan 

Lapangan 

Tingkat 

Kesesuaian 

1. Amanah Pemerintah memiliki 

kewajiban melakukan 

pengawasan terhadap 

perizinan timbangan 

kualitas ubi kayu dan 

pajak 

Masih 

ditemukan 

lapak yang 

beroprasi tanpa 

izin 

pengengawasan 

belum rutin 

serta antar 

intansi masih 

lemah  

Kurang 

sesuai  

2. Keadilan Seluruh pelaku usaha 

harus mendapatkan 

perlakuan yang sama 

dalam pengawasan 

dan penegakan aturan 

Sebagian 

pelaku telah 

memenuhi 

ketentuan 

umum, namun 

masih ada 

pelaku usaha 

yang tidak 

memiliki izin 

dan belum 

mendapatkan 

penindakan 

yang tegas 

Kurang 

sesuai 

3. Masalahah Kebijakan 

pengawasan bertujuan 

melindungi petani 

dengan menciptakan 

tata niaga ubi kayu 

dan menguntungkan 

semua pihak 

Lemahnya 

pengawasan 

menyebabkan 

potensi 

kerugian petani 

akibat ketidak 

jelasan 

timbangan 

kualitas dan 

harga 

Cukup 

sesuai  

 
Siyasi: Journal of Constitutional Law 3, no. 2 (2023), http://dx.doi.org/10.24042/as-

siyasi.v3i2.21222%0AImplementation. 
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pembelian ubi 

kayu 

4. Hisbah Pemerintah wajib 

melakukan 

pengawasan aktif 

terhadap lapak 

pembelian/penerimaan 

ubi kayu 

Pengawasan 

belum merata 

pemeriksan 

lapnagn jarang 

di lakukan serta 

monitoring 

timbangan dan 

kualitas belum 

konsisten 

Kurang 

sesuai 

5. Tanfizdiyah 

Al-ahkam 

Atuaran pergub no. 36 

tahun 2025 harus 

diterapkan secara 

konsisten di sertai 

sanksi terhadap 

pelangaran 

Penegakan 

hukum dan 

pemberian 

sanksi terhadap 

pelaku usaha 

yang melangar 

masih lemah 

serta kepatuhan 

terhadap aturan 

belum optimal 

Kurang 

sesuai 

a. Prinsip Amanah 

Prinsip Amanah dalam Perizinan Prinsip amanah dalam 

Siyasah Tanfidziyah menekankan bahwa pemerintah wajib 

menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung 

jawab, khususnya dalam proses pemberian dan pengawasan 

perizinan usaha. Perizinan merupakan bentuk pengendalian 

pemerintah terhadap kegiatan usaha agar berjalan sesuai aturan 

dan tidak merugikan masyarakat, terutama petani ubi kayu.  

pemerintah tidak hanya bertugas menerbitkan izin, 

pengawasn tinbangan, pajak dan kualitas ubi kayu, tetapi juga 

memastikan hal tersebut dipatuhi dan dijalankan sesuai 

ketentuan. Namun fakta di lapanagan menunjukan Masih 

adanya pelaku usaha tanpa izin menunjukkan lemahnya 

pelaksanaan amanah pemerintah dalam pengawasan perizinan. 

Pemerintah belum optimal dalam melakukan penertiban dan 

pengawasan terhadap usaha ubi kayu, kurangnya pengawasan 
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menyebabkan tata kelola usaha menjadi tidak tertib. Oleh karena 

itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, melakukan 

pendataan ulang terhadap lapak ubi kayu, serta memberikan 

sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi 

peraturan. Allah Swt. Berfirman (QS. An-Nisa’: 58). 

 

ٰٓى اهَْلِهَا   وَاذِاَ حَكَمْتمُْ  بَيْنَ  الن اسِ  انَْ  تحَْكُمُوْا باِلْعدَْلِ   انِ   تِ  الِ  ن   انِ   اٰللَّ  يأَمُْرُكُمْ  انَْ  تؤَُدُّوا الْْمَ 

۝٥٨ ا يعَِظُكُمْ  بِه    انِ   اٰللَّ  كَانَ  سَمِيْع ا ۢ بَصِيْر  ا  اٰللَّ  نعِِم 

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu 

tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa’: 58) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa amanah harus 

dijalankan dengan baik oleh pemegang kekuasaan. Dalam 

konteks implementasi Pasal 17 ayat (1) Pergub Lampung 

Nomor 36 Tahun 2025, pemerintah memiliki amanah untuk 

memastikan bahwa setiap pelaku usaha ubi kayu memiliki izin 

resmi sebelum menjalankan usahanya. 

b. Prinsip Keadilan (Al-Adalah) dalam Perizinan 

Prinsip keadilan (al-adalah) mengandung makna bahwa 

pemerintah harus memperlakukan seluruh pelaku usaha secara 

adil tanpa membedakan pihak tertentu. keadilan berarti seluruh 

pelaku usaha wajib mengikuti aturan yang sama dan 

memperoleh perlakuan hukum yang setara. Namun yang terjadi 

di lapangan pemerintah belum melakukan pengawasan secara 

rutin terhadap pelaku usaha lapak ubi kayu. 

Berdasarkan temuan lapangan, aspek pengawasan 

perizinan, tera ulang timbangan kualitas ubi kayu masih menjadi 

tantangan karena belum seluruh lapak atau pelaku usaha ubi 

kayu belum diawasi secara keseluruhan sesuai ketentuan yang 

berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidak seimbangan 

dalam pelaksanaan pengawasan, sebab pelaku usaha yang telah 
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memenuhi persyaratan administrasi dan pengecekan tera 

timbangan berada pada posisi yang berbeda dengan pelaku 

usaha yang tidak terawasi oleh pemerintah terkait. Lemahnya 

pengawasan akan berdampak antara lain: (1) Pelaku usaha tanpa 

izin menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah 

mematuhi aturan; (2) Lemahnya penegakan hukum 

menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan. 

Allah Swt. berfirman: (QS. Al-Ma’idah: 8). 

 

ٰٓى الَْ   ِ  شُهَداَۤءَ  باِلْقِسْطِ   وَلَْ  يَجْرِمَن كُمْ  شَناَ نُ  قَوْم   عَل  امِيْنَ  لِِلٰ مَنوُْا كُوْنوُْا قَو   ايَُّهَا ال ذِيْنَ  ا 

۝٨ ى   وَات قوُا اٰللَّ   انِ   اٰللَّ  خَبِيْر ۢ  بمَِا تعَْمَلوُْنَ   تعَْدِلوُْا   اعِْدِلوُْا   هُوَ  اقَْرَبُ  لِلت قْو 
 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah 

kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi 

(yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap 

suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 

Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. 

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ma’idah: 8) 

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan harus 

ditegakkan dalam seluruh aspek pemerintahan, termasuk dalam 

pelaksanaan tata Kelola dan hilirisasi   ubi kayu. 

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi tersebut 

mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan keadilan 

administratif karena pemerintah belum sepenuhnya memastikan 

bahwa seluruh pelaku usaha tunduk pada kewajiban hukum 

yang sama. (Irwansyah & Setiawan, 2023). 

c. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum) 

Prinsip maslahah dalam ekonomi Islam menekankan 

bahwa setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi harus 

memberikan manfaat, kesejahteraan, dan perlindungan bagi 

masyarakat luas. Seluruh aturan yang dibuat pemerintah harus 

bertujuan menciptakan kebaikan bersama, bukan hanya 

menguntungkan kelompok tertentu. Dalam konteks perizinan 

usaha, legalitas seharusnya menjadi alat untuk menjaga 

keseimbangan ekonomi, melindungi masyarakat kecil, dan 
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mencegah terjadinya kerugian sosial maupun lingkungan. Allah 

SWT berfirman (QS. Al-Ma’idah: 2). 

 

ىِٕدَ  وَلَْٰٓ  مَنوُْا لَْ  تحُِلُّوْا شَعاَۤىِٕرَ  اٰللِّ  وَلَْ  الش هْرَ  الْحَرَامَ  وَلَْ  الْهَدْيَ  وَلَْ  الْقلَََۤ ٰٓايَُّهَا ال ذِيْنَ  ا   ي 

ب هِِمْ  وَرِضْوَان ا   وَاذِاَ  حَللَْتمُْ  فاَصْطَادوُْا   وَلَْ  نْ  ر  يْنَ  الْبَيْتَ  الْحَرَامَ  يَبْتغَوُْنَ  فَضْلَ   مِ  م ِ
 ا ۤ

ا وَتعَاَوَنوُْا عَلىَ الْبِر ِ   يَجْرِمَن كُمْ  شَناَ نُ  قَوْم   انَْ  صَدُّوْكُمْ  عَنِ  الْمَسْجِدِ  الْحَرَامِ  انَْ  تعَْتدَوُْْۘ

۝٢ ثمِْ  وَالْعدُوَْانِ   وَات قوُا اٰللَّ   انِ   اٰللَّ  شَدِيْدُ  الْعِقاَبِ   ى   وَلَْ  تعَاَوَنوُْا عَلىَ الِْْ  وَالت قْو 

 
 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan 

(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id 

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula 

mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka 

mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah 

bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). 

Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, 

karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). 

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Ma’idah: 2). 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus 

diarahkan pada terciptanya kemanfaatan dan kesejahteraan 

masyarakat. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus 

saling bekerja sama dalam menciptakan kegiatan ekonomi 

yang adil dan bermanfaat. 

Prinsip maslahah mengajarkan bahwa tujuan utama 

kebijakan adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

masyarakat. Oleh karena itu, izin usaha tidak boleh hanya 

dijadikan formalitas administrasi, tetapi harus benar-benar 

mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif kegiatan 

usaha. Jika pengawasan terhadap izin usaha lemah, maka 

berbagai pelanggaran dapat terjadi, seperti penyalahgunaan 
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lahan, eksploitasi sumber daya, hingga ketidakadilan terhadap 

petani dan masyarakat kecil24. 

Legalitas usaha seharusnya menjadi sarana perlindungan 

hukum agar pelaku usaha menjalankan aktivitasnya sesuai 

aturan. Dengan adanya pengawasan yang baik, kegiatan usaha 

dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, 

serta terciptanya keadilan ekonomi. Sebaliknya, jika prinsip 

maslahah diabaikan, maka kebijakan ekonomi justru dapat 

menimbulkan kerugian sosial dan ketimpangan dalam 

masyarakat.(Rosyidi, 2024). 

d. Prinsip Hisbah (Pengawasan) 

Hisbah merupakan prinsip pengawasan dalam Islam yang 

bertujuan menjaga ketertiban, kejujuran, dan keadilan dalam 

kehidupan ekonomi maupun sosial. Dalam ekonomi Islam, 

pengawasan memiliki peranan penting agar seluruh aktivitas 

usaha berjalan sesuai syariat dan aturan hukum yang berlaku. 

Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan serta melindungi hak-hak masyarakat. Allah 

SWT berfirman (QS. Ali ‘Imran: 104). 

 

ىِٕكَ  همُُ 
ة   ي دعُْوْنَ  الِىَ الْخَيْرِ  وَيأَمُْرُوْنَ  باِلْمَعْرُوْفِ  وَيَنْهَوْنَ  عَنِ  الْمُنْكَرِ   وَاوُل ۤ نْكُمْ  امُ   وَلْتكَُنْ  م ِ

۝١٠٤  الْمُفْلِحُوْنَ  

 

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan 

orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 

ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar.” (QS. Ali ‘Imran: 

104). 

 

Ayat tersebut menjadi dasar pentingnya pengawasan 

dalam Islam. Pengawasan dilakukan agar setiap aktivitas tetap 

 
24 Agustina Nurhayati dan Dwi Surya, “Halal Certification for Micro and 

Small Businesses in Bandar Lampung , Indonesia : An Evaluation from the Maslahah 

Perspective,” As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 3, no. 1 (2023), 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi. 
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berada pada jalan yang benar dan tidak menimbulkan 

kerusakan dalam masyarakat. 

prinsip hisbah menegaskan bahwa pemerintah atau pihak 

berwenang memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha. Pengawasan 

yang lemah akan membuka peluang terjadinya pelanggaran 

hukum, penyalahgunaan izin, dan berbagai bentuk kecurangan 

yang merugikan Masyarakat. Tidak adanya kontrol yang ketat 

dapat menyebabkan pelanggaran terus berulang karena pelaku 

usaha merasa tidak diawasi dan tidak takut terhadap sanksi. 

Akibatnya, ketertiban ekonomi menjadi terganggu dan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Oleh 

sebab itu, pengawasan harus dilakukan secara aktif, konsisten, 

dan transparan. Dalam Islam, pengawasan bukan hanya 

bertujuan mencari kesalahan, tetapi juga sebagai bentuk 

tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan 

bersama. Dengan pengawasan yang baik, kegiatan usaha dapat 

berjalan secara sehat, tertib, dan memberikan manfaat bagi 

seluruh masyarakat. 

e. Prinsip Tanfidz al-Ahkam (Pelaksanaan Hukum) 

Prinsip tanfidz al-ahkam menekankan bahwa hukum 

harus dilaksanakan secara nyata dan konsisten, bukan hanya 

menjadi aturan tertulis tanpa penerapan. Dalam ekonomi Islam, 

penegakan hukum sangat penting untuk menciptakan keadilan, 

kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat.(Maimun 

dan Hakim 2023). Semua pihak wajib mematuhi aturan yang 

telah ditetapkan demi menjaga keseimbangan. Allah SWT 

berfirman (QS. An-Nisa’: 135) 

 

ٰٓى انَْفسُِكُمْ  اوَِ  الْوَالِديَْنِ  ِ  وَلَوْ  عَل  امِيْنَ  باِلْقِسْطِ  شُهَداَۤءَ  لِِلٰ مَنوُْا كُوْنوُْا قَو  ٰٓايَُّهَا ال ذِيْنَ  ا   ي 

ى انَْ  تعَْدِلوُْا   وَانِْ  ٰٓ ى بهِِمَا   فلَََ  تتَ بعِوُا الْهَو  ا فاَلِٰلُ  اوَْل   وَالَْْقْرَبِيْنَ   انِْ  ي كُنْ  غَنِيًّا اوَْ  فقَِيْر 

۝١٣٥ ا  ا اوَْ  تعُْرِضُوْا فاَِن   اٰللَّ  كَانَ  بمَِا تعَْمَلوُْنَ  خَبِيْر  ٰٓ  تلَْو 

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah 

kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun 

kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau 
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kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya 

atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. 

Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan 

(kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), 

sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang 

kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’: 135) 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan harus 

ditegakkan dengan sungguh-sungguh tanpa membeda-bedakan 

kedudukan seseorang. Prinsip tanfidz al-ahkam mengajarkan 

bahwa suatu aturan tidak akan memberikan manfaat apabila 

tidak diterapkan secara nyata. Dalam pelaksanaan izin usaha, 

hukum harus ditegakkan secara tegas kepada seluruh pihak 

yang melakukan pelanggaran. Jika hukum hanya dijadikan 

formalitas administrasi tanpa pengawasan dan sanksi yang 

jelas, maka pelanggaran akan terus terjadi. penegakan hukum 

yang lemah dapat menyebabkan munculnya ketidakadilan dan 

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Oleh karena itu, sanksi yang tegas diperlukan agar pelaku usaha 

mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melakukan 

penyimpangan. Pelaksanaan hukum yang konsisten juga 

menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam 

menjaga ketertiban ekonomi. Dengan adanya penegakan 

hukum yang adil dan tegas, masyarakat akan merasa 

terlindungi dan kegiatan ekonomi dapat berjalan secara lebih 

tertib serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu 

di Desa Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan, belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah telah 

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lapak 

pembelian/penerimaan ubi kayu melalui pengawasan perizinan, 
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tera timbangan, kualitas ubi kayu, dan pajak yang jarang dilakukan 

pengecekan secara berkala. Sehingga masih ditemukan sejumlah 

permasalahan, seperti adanya lapak yang belum memiliki izin 

usaha lengkap, pengawasan timbangan yang belum dilakukan 

secara rutin, kurangnya transparansi dalam transaksi, serta 

lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa tujuan pengawasan sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 17 Ayat (1) belum sepenuhnya tercapai. 

Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan 

ini antara lain keterbatasan pengawasan lapangan, kurangnya 

sosialisasi kepada pelaku usaha dan petani, rendahnya kesadaran 

pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha, serta belum 

optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Akibatnya, 

masih terdapat praktik yang berpotensi merugikan petani, seperti 

ketidakjelasan sistem penimbangan, ketidakstabilan harga, dan 

beroperasinya lapak tanpa izin resmi. 

Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan 

Pasal 17 Ayat (1) belum sepenuhnya mencerminkan prinsip 

amanah, keadilan, maslahah, hisbah, dan tanfidz al-ahkam. 

Pemerintah sebagai pemegang amanah memiliki tanggung jawab 

untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang 

berlaku serta memberikan perlindungan yang adil kepada petani. 

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih 

konsisten, penguatan koordinasi antar instansi, sosialisasi yang 

berkelanjutan, serta penegakan hukum yang tegas agar tata kelola 

dan hilirisasi ubi kayu dapat berjalan secara efektif, adil, dan 

mampu mewujudkan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat, 

khususnya petani ubi kayu. 
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